BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 155 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan
Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

10.

1%,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP merupakan panduan bagi
Evaluator yang berkaitan dengan:

a.

b.

(2)
@)

(5)

(6)

(7)

(8)

pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup
evaluasi;

pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan
dalam evaluasi;

penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses
pengolahan datanya.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Inspektorat Daerah melaksanakan Evaluasi Atas Impelementasi SAKIP
entitas akuntabilitas kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu.

Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling rendah 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun.
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP menggunakan Kertas
Kerja Evaluasi.

Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Inspektur Daerah.

Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab evaluasi SAKIP.

Sistematika LHE ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
Rencana kegiatan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan
tahunan dan dananya dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.

Pasal 4

Sistematika Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 4 (Empat) Bab, yaitu:

a. BABI :PENDAHULUAN

b. BABIl :PELAKSANAAN EVALUASI

C.

BAB III : PELAPORAN HASIL EVALUASI

d. BABIV : PENUTUP



Pasal 5

Uraian Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Luwu ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13 November 2917

BUPATI 4

A. MUD,

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

/
SYAIFUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR .175
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